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Nomor SOP 503/25/KEP/DPMPTSP-KT/2022 
Tgl Pembuatan 26 Februari 2022 
Tgl Revisi Maret 2022 
Tgl Efektif Maret 2022 
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Ternate 

 Judul SOP Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah. 

   
Dasar Hukum : KualifikasiPelaksana: 

1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. 
4. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 

Elektronik. 
5. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizina Berusaha Berbasis 

Resiko DAN Fasilitas Penanaman Modal. 
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 2.A Tahun 2022  Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan 

Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. 
 
 

1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. 
2. Mampu mengoperasikan computer dan memahami aplikasi OSS RBA. 
3. Memahami Perundang – undangan terkait perizinan berbasis risiko. 
4. Memiliki ketelitian dalam mereview berkas persyaratan perizinan. 
5. Mampu bekerja sama dalam tim. 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 

 1. Komputer 
2. Internet  

Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan : 
Kemudahan Perizinan berusaha perlu diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang baik plua sehingga tidak 
berdampak buruk terhadap aspek lain seperti aspek sosial dan lingkungan hidup. 
 
 

1. Disimpan sebagai data Elektronik dan Diarsipkan, 



 
 

No 

 
 

Uraian Prosedur 

 
Pelaksana 

 

  
 

Keterangan 
Pelaku  

Usaha 

Sistem  
OSS 

 K / L / D / 
LH 

Kelengkapan  Waktu Output 

1. Mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar 
kegiatan usaha melalui system OSS setelah 
mememnuhi kelengkapan data bagi Pelaku Usaha UMK 
dengan Modal Usaha < 5 M. 
Untuk Non-UMK perlu persetujuan kesesuaian 
kegiatan pemanfaatan Tata Ruang. 
 

   Komputer, 
Internet, OSS RBA 

5 Menit Pernyataan 
Kesanggupan 
memenuhi Standar 
Kegiatan usaha 

Kelengkapan data :  
- Lokasi Usaha 
- Bidang Usaha 

2. Mengisi formular UKP-UPL disertai dengan pernyataan 
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk 
memperoleh NIB dan Sertifikat Standar, dalam hal 
kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar 
UKL-UPL. 
 

   Pernyataan 
Kesanggupan 
memenuhi 
Standar Kegiatan 
usaha 

5 Menit Form. UKL-UPL 
disertai pernyataan 
kesanggupan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

 

3. Mengisi formular SPPL dalam bentuk pernyataan 
untuk memperoleh NIB dan Sertfikat Standar, dalam 
hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL. 
 

   Pernyataan 
kesanggupan 
memenuhi standar 
kegiatan usaha 

5 Menit Form SPPL dalam 
bentuk pernyataan 

 

4. Menerbitkan Sertifikat Standar sesuai kewenangan 
secara otomatis kepada DPMPTSP tanda tangan 
elektronik. 
 

   Form. UKL-UPL 
Form SPPL 

1 Menit Sertifikat Standar  

5. Mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar 
secara otomatis kepada DPMPTSP Kota sesuai 
kewenangannya. 
 

   Sertifikat Standar 1 Menit Notifikasi 
Penerbitan 
Sertifikat Standar 

 

6. Melakukan pengawasan sesuai dengan norma, standar, 
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oelh 
kementrian / Lembaga Pemerintah sese=uai 
kewenangannya dan dapat berkoordinasi dengan 
perangkat Daerah Teknis Kota. 
 

   Notifikasi 
Penerbitan 
Sertifikat Standar 

300 
Menit 

Pengawasan  



 


